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ABSTRAK

Zahara Ramadani (21042229) Analisis Peran Stakeholders dalam
Penertiban Terminal Bayangan di Kota
Padang Studi Kasus: Terminal Bayangan
di Depan UNP

Penertiban terminal bayangan di depan Universitas Negeri Padang merupakan upaya
strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan transportasi di Kota Padang. Keberadaan
terminal bayangan memang mempermudah akses penumpang dan sopir bus, namun juga
menimbulkan kemacetan serta menurunkan kepatuhan terhadap regulasi transportasi. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders, faktor penghambat dan pendukung, serta
efektivitas kolaborasi dalam penertiban terminal bayangan di kawasan tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui
wawancara mendalam dengan Dinas Perhubungan Kota Padang, Satpol PP, Polsek Padang
Utara, pengelola PO Bus, dan pengguna jasa bus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima
peran utama stakeholders policy creator, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator
telah dijalankan dengan tingkat efektivitas yang berbeda. Peran implementator dan koordinator
yang dijalankan oleh Satpol PP dan Polsek Padang Utara paling dominan dalam pelaksanaan
penegakan aturan di lapangan, sementara peran fasilitator dan akselerator masih perlu diperkuat.
Hambatan utama meliputi rendahnya kepatuhan sopir dan keterbatasan infrastruktur menuju
terminal resmi, sedangkan faktor pendukung berasal dari sinergi antar-stakeholders dan
koordinasi lintas lembaga. Kesimpulannya, keberhasilan penertiban terminal bayangan sangat
bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama antar-stakeholders untuk
mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Terminal Bayangan; Penertiban Transportasi; Peran Stakeholders; Kolaborasi

Antar Lembaga; Kota Padang
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penduduk yang pesat, disertai dengan kemajuan
wilayah, mendorong manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu
menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai. Hal ini
sangat penting karena transportasi umum merupakan pilihan utama bagi
masyarakat dalam melakukan perjalanan. Transportasi publik merupakan
komponen penting dalam mobilitas masyarakat di suatu negara. Di Indonesia,
dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat,
transportasi  publik  memiliki peran yang semakin vital dalam
menghubungkan berbagai wilayah dan memenuhi kebutuhan mobilitas
masyarakat (ITDP, 2019 dalam Prasetya, 2024: 223).

Transportasi umum memiliki peranan penting bagi masyarakat, baik di
daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem
transportasi yang efisien untuk memastikan pergerakan manusia berlangsung
dengan aman, nyaman, teratur, dan lancar, serta efisien dari segi waktu dan
biaya. Komponen utama dari suatu sistem transportasi terbagi menjadi aspek
jalan,terminal,dan sistem pengoperasian. Untuk memenuhi permintaan sistem

transportasi, ketiga komponen utamanya saling berhubungan.



Salah satu aspek pentingnya adalah terminal, merupakan bagian sistem
transportasi yang paling sering berhubungan dengan masyarakat, karena
berfungsi sebagai titik penghubung antara berbagai jenis transportasi dan
sebagai tempat di mana penumpang berpindah dari satu transportasi ke
transportasi lainnya. Selain itu,terminal juga menjadi titik awal maupun titik
akhir bagi individu dalam melakukan sebuah perjalanan (Morlok, 1995 dalam
Nugroho, n.d.2023).

Terminal adalah bagian penting dalam sistem transportasi yang
berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan umum
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun barang. Selain itu,
terminal juga berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan arus
perjalanan, serta mendukung kelancaran operasional angkutan penumpang
dan barang (Departemen Perhubungan, 1996). Berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal adalah
Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau
barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal adalah
tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum yang berfungsi untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan

penumpang atau barang, serta perpindahan moda transportasi (Dwitica &



Frinaldi, 2024). Sedangkan Terminal bayangan adalah suatu kawasan terminal
tidak resmi yang terdapat interaksi antara pengemudi bus angkutan dan
penumpang untuk melakukan moda perpindahan transportasi darat
disembarang tempat. Menurut studi yang dilakukan oleh Heriadi et al (2021),
terminal bayangan sering kali muncul sebagai respon atas ketidakmampuan
infrastruktur transportasi resmi dalam memenuhi permintaan tinggi di
kawasan perkotaan. Terminal bayangan berkembang pesat akibat
ketidakmampuan terminal resmi dalam menyediakan layanan yang memenuhi
kebutuhan tersebut (Nurfadillah, 2023 dalam Prasetya, 2024).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan pusat
perekonomian dan pemerintahan memiliki aksesibilitas layanan jasa
transportasi yang cukup banyak. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk
memilih layanan jasa transportasi yang ingin digunakan sebagai sarana
penunjang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini kota Padang
mengalami peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. Hal ini membuat
sistem transportasi yang teratur dan aman semakin penting.

Kota Padang memiliki Terminal Tipe A Anak Air, yang berfungsi
sebagai terminal angkutan umum utama di daerah tersebut. Meskipun terminal
ini dibuat untuk meningkatkan layanan transportasi serta mengalihkan semua
aktivitas angkutan umum ke lokasi yang sesuai dan teratur. Tetapi dengan
demikian keberadaan terminal bayangan, tetap menjadi tempat pemberhentian

tidak resmi bagi angkutan umum, seringkali menimbulkan permasalahan



dalam pengelolaan transportasi yaitu terminal bayangan, yang seringkali tidak
terdaftar secara resmi.

Salah satu terminal bayangan yang terdapat di Kota Padang yaitu
terminal bayangan yang berada di depan Universitas Negeri Padang (UNP).
Dimana bus AKDP dan kendaraan umum lainnya sering menggunakan
terminal bayangan ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, ini
menyebabkan beberapa permasalahan, yakni;

Pertama, permasalahan terminal bayangan yang terjadi di depan
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan akibat dari belum optimalnya
pemanfaatan Terminal Tipe A Anak Air yang berlokasi di Jalan Adinegoro
No. 20, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera
Barat. Meskipun terminal tersebut telah disediakan sebagai pusat kegiatan
naik-turun penumpang untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP),
kenyataannya masih banyak bus AKDP yang memilih berhenti dan parkir di
sepanjang ruas jalan di depan UNP. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara fungsi terminal dengan praktik di lapangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, seluruh
perusahaan otobus (PO Bus) diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang di terminal resmi guna menjamin kelancaran lalu lintas,
keselamatan, serta ketertiban pelayanan angkutan umum. Namun,

implementasi regulasi ini di Kota Padang tampaknya belum berjalan secara



efektif. Penyebab dari permasalahan ini antara lain kurangnya pengawasan
dari pihak berwenang, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran
yang terjadi, serta masih rendahnya kesadaran operator bus terhadap
pentingnya penggunaan terminal resmi. Hasil dari implementasi yang tidak
optimal dari regulasi ini cukup besar. Terminal bayangan menyebabkan
kemacetan lalu lintas di depan UNP, membahayakan keselamatan pejalan
kaki, dan membuat lingkungan kampus kurang indah dan nyaman. Selain itu,
terminal resmi menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang pada
akhirnya merugikan pengelolaan dan potensi pendapatan retribusi pemerintah
daerah. Sistem transportasi publik Kota Padang secara keseluruhan akan

memburuk jika keadaan ini terus berlanjut.

Gambar 1.1 Terminal Bayangan didepan UNP

Sumber : Dokumentasi Penulis
Kedua, ketidakjelasan peran masing-masing stakeholders seperti

Dinas Perhubungan Kota Padang, Satpol PP, TNI/POLRI, Pengelola



Perusahaan Otobus (PO Bus) dan penumpang atau penggunasa jasa. Dalam
konteks penertiban terminal bayangan, kolaborasi lintas sektor sangat
diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif dan

berkelanjutan. Stakeholders yang terkait seperti :
1. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang memiliki peran utama
sebagai regulator dan pelaksana teknis dalam pengelolaan transportasi
di wilayah kota. Dishub bertanggung jawab mengatur operasional
terminal resmi, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas
angkutan umum. Dalam hal ini, Dishub seharusnya berpartisipasi
secara aktif dalam koordinasi lintas instansi, menilai pelaksanaan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021, dan
menyediakan fasilitas dan layanan yang layak untuk menarik
penumpang dan operator untuk menggunakan terminal resmi. SOP
Pengelolaan Terminal dan Angkutan Umum di Kota Padang bertujuan
untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di terminal serta angkutan

umum. Prosedurnya :
a. Monitoring dan pengawasan kegiatan di terminal oleh petugas
Dinas.
b. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan angkutan
umum.

c. Penegakan aturan bagi operator angkutan umum yang

melanggar ketentuan.



d. Penyediaan fasilitas terminal yang memadai, seperti ruang
tunggu, toilet, dan informasi jadwal.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk
melaksanakan peraturan daerah. Dalam hal penertiban terminal
bayangan, Satpol PP memiliki otoritas untuk melakukan tindakan
langsung di lapangan, termasuk membubarkan parkir liar, menertibkan
tempat naik-turun penumpang ilegal, dan memberikan sanksi
administratif kepada individu yang melanggar.

3. Di sekitar area terminal bayangan, TNI dan POLRI menjaga keamanan
dan Kketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk
melakukan patroli rutin dan menjaga keamanan selama proses
penertiban. Mereka juga dapat menindaklanjuti pelanggaran seperti
parkir sembarangan, penurunan penumpang tidak pada tempatnya, dan
pungutan liar yang sering terjadi di terminal bayangan.

4. Pengelola Perusahaan Otobus (PO Bus) berperan penting dalam
operasi angkutan umum. Munculnya terminal bayangan disebabkan
oleh ketidakpatuhan sebagian PO terhadap penggunaan terminal resmi.
Oleh karena itu, pemerintah harus memberi tahu PO Bus tentang
pentingnya mematuhi regulasi dan mendukung sistem transportasi
yang teratur.

5. Penumpang atau pengguna jasa transportasi juga sangat penting.

Penumpang lebih suka naik atau turun di terminal bayangan karena



lebih mudah, yang mendukung praktik ilegal ini. Oleh karena itu,
masyarakat harus dididik tentang pentingnya menggunakan terminal
resmi untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Diperkuat dengan
hasil wawancara saya dengan Bapak Malizar Ade.,S.Sos. sebagai
Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan
Kota Padang menyatakan bahwa :

“...Dalam penanganan terminal bayangan ini tidak
lepas pula peranan dari Dinas Perhubung Provinsi karena
untuk mendapatkan  izin trayek segala macam. Tentu
pengawasan itu dikeluarkan oleh Dinas Perhubung Provinsi.
Nah, jadi Dinas Perhubungan, kami sudah mengadakan rapat
tim untuk membentuk satgas penertiban AKAP /AKDP ini.
Caranya, ya tentu sebelum penertiban ada rambu-rambu dulu.
Di setiap perbatasan itu ada rambu-rambu agar kendaraan
AKAP/AKDP ini tidak memasuki terminal-terminal bayangan
yang selama ini sudah meresahkan. Oleh karena itu perlu tim
satgas dalam hal ini bukan dari Dinas Perhubungan saja,
termasuk TNI/Polri dan instansi-instansi terkait, agar bus
AKAP/AKDP ini tidak mangkal lagi di terminal bayangan
dan harus masuk ke terminal resmi Anak Air. Nah,jadi kita
sudah beberapa kali melakukan rapat persiapan dan
menunggu  tindak  lanjut  dari  pembentukan  tim
tersebut”.(Wawancara 5 Mei 2025)

Ketiga, keberadaan terminal bayangan dapat menyebabkan gangguan
ketertiban umum, menurunkan tingkat keamanan, serta meningkatkan polusi
di lingkungan sekitar. Dikutip dari HarianDaerah.com salah satu kejadian
tragis pada tanggal 17 Januari 2025 adalah kasus penusukan yang
mengakibatkan kematian seorang agen bus AKDP, yang terjadi akibat
persaingan tidak sehat antar agen dalam berebut penumpang. Kondisi ini

sangat mengkhawatirkan karena lingkungan sekitar UNP seharusnya menjadi



tempat aktivitas akademik yang aman dan nyaman bagi masyarakat kampus.
Dampak yang signifikan lainnya adalah kemacetan lalu lintas di jalan-jalan di
sekitar terminal bayangan. Kemacetan ini terutama disebabkan oleh praktik
pemberhentian bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) secara sembarangan
di tepi jalan, yang menyebabkan jalur lalu lintas menyempit, terutama pada
jam-jam sibuk, yang menghambat lalu lintas dan menyebabkan
ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Kemacetan mengganggu
mobilitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Kemacetan yang diakibatkan oleh terminal bayangan tidak hanya menjadi
persoalan teknis lalu lintas, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan

lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Setiap pihak yang terlibat dalam penertiban terminal bayangan di Kota
Padang, terutama di depan Universitas Negeri Padang (UNP), memiliki
tanggung jawab dan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang
disebutkan di atas. Sebagai pemangku kebijakan utama, pemerintah daerah
harus berkomitmen untuk menerapkan regulasi yang ada dan melakukan
evaluasi terhadap pengelolaan dan infrastruktur terminal Tipe A Anak Air
untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan
keamanan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, Dinas Perhubungan harus
bekerja sama dengan TNI/POLRI dan masyarakat untuk menciptakan sinergi

yang efektif dalam penertiban terminal bayangan.



Sebaliknya, perusahaan otobus (PO) harus memberi tahu pengemudi
dan penumpang tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan mematuhi
peraturan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses
penertiban ini, diharapkan akan dibuat solusi yang menyeluruh dan
berkelanjutan yang tidak hanya akan mengatasi masalah terminal bayangan
tetapi juga akan meningkatkan layanan transportasi di Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran
Stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang
(Studi Kasus: Terminal Bayangan di Depan UNP)”. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam
penertiban terminal bayangan di kawasan tersebut, serta mengevaluasi
efektivitas kolaborasi yang terjalin di antara mereka. Melalui analisis ini,
diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan
sistem transportasi di Kota Padang. Dengan demikian, penertiban terminal
bayangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga
membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, guna
menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi

semua pengguna jalan.

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :
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1. Kurang optimalnya pengelolaan dan penggunaan Terminal Tipe A
Anak Air di Kota Padang, sehingga menimbulkan adanya terminal
bayangan di beberapa titik di Kota Padang.

2. Ketidakjelasan  peran  masing-masing  stakeholders  seperti
pemerintah,pengelola terminal, dan masyarakat, serta komunikasi yang
tidak efektif dapat menghambat kolaborasi.

3. Keberadaan terminal bayangan dapat menyebabkan gangguan
ketertiban umum, menurunkan tingkat keamanan, serta meningkatkan
polusi di lingkungan sekitar.

C. Batasan Masalah
Agar tidak adanya perluasan dalam pembahasan yang berakibat pada

pembahasan nantinya, maka dengan rumusan yang telah di buat sebelumnya
maka penelitian penulis hanya berfokus untuk menganalisis tentang peran
stakeholders dalam penertiban terminal bayangan khususnya di depan
Universitas Negeri Padang (UNP).

D. Rumusan Masalah
Dengan merujuk kepada identifikasi masalah yang telah diuraikan di
atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana Peran Stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan

di Kota Padang : Studi kasus terminal bayangan depan UNP?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Peran Stakeholders
dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang : Studi kasus

terminal bayangan depan UNP?
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E. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut :
1. Untuk Menganalisis Bagaimana Peran Stakeholders dalam Penertiban
Terminal Bayangan Di Kota Padang : Studi Kasus Terminal Bayangan
Depan UNP.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung peran
stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan Di Kota Padang,

Khususnya Di Depan UNP.

F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan

bahwa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi
referensi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan
dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian dibidang
Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas Perhubungan
Hasil analisis dapat membantu Dinas Perhubungan dalam
meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara berbagai

stakeholders, seperti pengelola terminal, pengemudi, dan
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masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran
masing-masing pihak, Dinas Perhubungan dapat merumuskan
strategi yang lebih efektif untuk penertiban.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain

yang tertarik untuk mengeksplorasi isu yang serupa.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, peran stakeholders dalam penertiban terminal
bayangan di depan Universitas Negeri Padang sudah berjalan cukup baik.
Lima peran utama yang terlibat meliputi policy creator, fasilitator,
koordinator, implementator, dan akselerator. Dari kelima peran tersebut,
yang paling dominan adalah implementator dan koordinator, yang
dijalankan oleh Polsek Padang Utara dan Satpol PP Kota Padang melalui
penegakan aturan dan kegiatan rutin di lapangan, sehingga meningkatkan
ketertiban dan keamanan lalu lintas. Namun, peran fasilitator dan
akselerator masih perlu diperkuat. Pengelola PO Bus diharapkan dapat
meningkatkan dukungan infrastruktur dan pembinaan terhadap sopir,
sedangkan pengguna jasa bus perlu lebih aktif memberikan masukan dan
dukungan terhadap kebijakan penertiban agar penataan transportasi dapat
berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Faktor penghambat dari penertiban terminal bayangan di Kota Padang
khususnya terminal bayangan di depan UNP, mencakup ketidakpatuhan
sopir AKDP yang enggan mematuhi aturan karena kesulitan memperoleh
penumpang, akses infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan masuk

sempit ke terminal resmi. Faktor penghambat ini memerlukan intervensi
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berkelanjutan guna mencapai tujuan Kketertiban transportasi  yang
berkelanjutan di Kota Padang Faktor pendukung dalam penertiban
terminal bayangan di Kota Padang, khususnya di depan UNP, berasal dari
sinergi para stakeholders (pemangku kepentingan) yang terdiri dari Dinas
Perhubungan Kota Padang sebagai policy creator, Satpol PP Kota Padang
dan Polsek Padang Utara sebagai implementator, Pengelola PO Bus
sebagai fasilitator, serta Pengguna Jasa Bus sebagai akselerator.
Kolaborasi antar pihak ini memperkuat pelaksanaan penertiban di
lapangan sekaligus membantu mengatasi berbagai kendala, seperti
rendahnya kepatuhan sopir, melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi,

dan perbaikan infrastruktur pendukung.
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B. Saran
Berdasarkan hasil temuan dan penelitian yang telah dilakukan, maka

peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan, disarankan
untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, Satpol
PP, dan pengelola perusahaan otobus dalam pelaksanaan penertiban terminal
bayangan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi
rutin antar stakeholders guna menyelaraskan kebijakan, strategi, serta tindak
lanjut di lapangan agar implementasi penertiban menjadi lebih efektif dan
konsisten. Selanjutnya, pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan dan
menyediakan fasilitas pendukung untuk mempermudah mobilitas kendaraan
AKDP, sehingga sopir tidak lagi harus berhenti di kawasan terminal
bayangan, terutama diperlukan peningkatan akses ke terminal resmi.

2. Stakeholders yang berperan sebagai fasilitator dan akselerator, seperti
pengelola PO Bus dan pengguna jasa, diharapkan dapat berpartisipasi aktif
dalam mendukung kebijakan penertiban dengan memberikan masukan
terhadap kebutuhan lapangan serta membantu menyosialisasikan manfaat
penggunaan terminal resmi kepada masyarakat dan sopir angkutan.

3. Perlu ada strategi penegakan dan sosialisasi kebijakan yang lebih fleksibel
untuk sopir dan masyarakat di sekitar kawasan UNP. Dinas Perhubungan dan
Satpol PP dapat meningkatkan pendekatan persuasif melalui edukasi, diskusi,

dan sosialisasi agar kebijakan dipatuhi bukan hanya karena sanksi, tetapi juga
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dipahami sebagai kebutuhan bersama untuk menciptakan transportasi yang

aman dan tertib.
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